1.1 LATAR BELAKANG

emerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita
bangsa dan negara. Badan Standardisasi Nasional, sebagai salah satu lembaga pemerintah
non kementerian yang mendapat tugas melakukan pekerjaan pemerintah dibidang

pengembangan standardisasi nasional, juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN.
Proses penyelenggaraan negara dalam menyediakan pelayanan publik diperlukan tata
kelola pemerintahan yang baik. Agar dapat mencapai hal tersebut dilingkungan BSN maka
diperlukan komitmen dari semua pihak baik dari tingkat pimpinan maupun staf di

lingkungan BSN.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung oleh unsur akuntabilitas yang
baik pula. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau
untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi pada pihak yang memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan Kkewajiban
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
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Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Ketetapan MPR (TAP MPR) Nomor
XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai kelanjutan produk
hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap pimpinan
Kementerian/Lembaga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan
pertanggungjawaban atas Kinerja instansi masing-masing berupa Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tersebut disampaikan kepada Presiden
melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB). LAKIP juga berperan sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja
kementerian/lembaga. Dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, BSN perlu menyusun LAKIP BSN Tahun 2013
sebagai perwujudan kewajiban BSN dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat
kinerja pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat
dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BSN di tahun yang akan datang

kepada pemberi amanat, yaitu masyarakat Indonesia.

Penyusunan LAKIP BSN Tahun 2013 dilakukan dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ~Nomor 965/BSN-
I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2013;

11. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010 - 2014;

12. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 06 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 03 Tahun 2011

tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2013 tentang

Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, BSN berpedoman pada perencanaan strategis yang
disusun melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal maupun
eksternal, dalam bentuk perencanaan strategis 5 (lima) tahunan. Untuk mewujudkan visi,
misi, serta tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis 5 (lima) tahunan
tersebut, BSN telah merumuskan cara pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan

serta program Kerja, yang digunakan sebagai acuan berorganisasi.

BSN ) gip SN 2013 3



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP BSN adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

mencapai visi dan misi BSN.

Tujuan penyusunan LAKIP BSN adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian
kinerja kegiatan dan sasaran BSN. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diharapkan
adanya rekomendasi sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang

akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja BSN.

1.3 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja BSN.
Kelembagaan menyangkut aspek tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya

manusia serta sarana dan prasarana.

I.3.1 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM Badan Standardisasi

Nasional

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13
Tahun 1997 yang menggantikan fungsi Dewan Standardisasi Nasional (DSN).
Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND,
dinyatakan tugas pokok BSN adalah mengembangkan dan membina kegiatan
standardisasi di Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tersebut
kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yang
kemudian beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi BSN adalah sebagai berikut.

TUGAS Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas pokok
POKOK DAN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi

FUNGSI nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
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berlaku.

Untuk  menjalankan  tugas pokok  tersebut, BSN

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang
standardisasi nasional;

b. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan
tugas BSN;

c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi
pemerintah di bidang standardisasi nasional;

d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan
internasional di bidang standardisasi;

e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi
umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,
organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

STRUKTUR Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
ORGANISASI organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian
tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur

organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun
2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN
Nomor 965/BSN/HL.35/05/2013 tentang organisasi dan tata
kerja BSN, struktur organisasi BSN adalah sebagaimana

diuraikan pada Lampiran L

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala BSN
dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Utama dan 3 (tiga) Deputi dengan tugas dan fungsi

sebagai berikut.
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SEKRETARIS
UTAMA

DEPUTI BIDANG
PENELITIAN
DAN KERJASAMA
STANDARDI-
SASI
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Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan
sumber daya di lingkungan BSN.

Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Sekretariat  Utama

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan
di bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN;

b. pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga BSN;

c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan dan
penyuluhan  hukum serta pelaksanaan hubungan
masyarakat dan hubungan antar lembaga;

d. pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia,
program Kkegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan
antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN;

e. koordinasi dan penyusunan laporan BSN.

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
mempunyai tugas melaksanakan perumusan Kkebijakan di
bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta
kerjasama di bidang standardisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penelitian dan

Kerjasama Standardisasi mempunyai fungsi:

a. perumusan Kkebijakan di bidang penelitian, pengkajian,
pengembangan, perumusan dan penetapan Standar
Nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;

b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang
penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan
penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang
standardisasi;

pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta




DEPUTI BIDANG
PENERAPAN
STANDAR DAN
AKREDITASI

pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, dan
kerjasama di bidang standardisasi, serta pengembangan,
perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia
(SNI);

pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri
dan luar negeri di bidang standardisasi dengan badan-
badan nasional dan internasional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan

standar dan akreditasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar,
akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem
penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang
standardisasi;

pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta
pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi
dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan
bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan
dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan
ukuran;

penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji
standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium
acuan;

pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-
badan nasional dan internasional di bidang sistem
penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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DEPUTI BIDANG
INFORMASI DAN
PEMASYARA-
KATAN
STANDARDISASI
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Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di

bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan

pemasyarakatan standardisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Informasi dan

Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan
dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi
dan dokumentasi, serta pembinaan sistem dan pelaksanaan
pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang
standardisasi dan jaminan mutu;

penyusunan rencana dan program nasional di bidang
pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi
dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan
pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang
standardisasi dan jaminan mutu;

pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian,
penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan di bidang
pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi
dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan
pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang
standardisasi dan jaminan mutu;

penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi
standardisasi;

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan

pemasyarakatan standardisasi.




1.3.2 Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta keuangan BSN Tahun 2013

SUMBER DAYA
MANUSIA

Sampai dengan 31 Desember 2013 BSN memiliki personel sebanyak
277 orang, terdiri dari 257 orang PNS, serta 20 pegawai kontrak Pada
Tahun 2013 sesuai surat Kementerian PAN & RB nomer 179 Tahun
2013, tanggal 21 Agustus 2013, BSN diijinkan untuk menerima
pegawai sebanyak 79 orang untuk mendukung pelaksanaan
operasional organisasi.

Penambahan pegawai tersebut dapat direalisasikan pada Tahun 2014
sehingga diharapkan dapat memperkuat fungsi dan peran BSN dimasa
mendatang .

Grafik .1 Pegawai BSN berdasarkan Golongan
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Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian, BSN Tahun 2013

Grafik .2 Pegawai BSN berdasarkan Pendidikan
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Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian, BSN Tahun 2013
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Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

Grafik 1.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) BSN berdasarkan Unit Kerja
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Sementara itu dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah pegawai BSN berdasarkan

golongan dan pendidikan dijelaskan pada tabel dibawabh ini :

Dibanding tahun 2012 jumlah PNS BSN pada Tahun 2013 tidak mengalami
peningkatan sehingga sampai dengan 31 Desember 2013 jumlah PNS yang dimiliki
BSN baru mencapai 40,79% dari total kebutuhan sebesar 630 orang, berdasarkan
analisa beban kerja pegawai.

SARANA DAN
PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas, BSN memerlukan sarana dan

prasarana pendukung. Sampai saat ini BSN belum memiliki gedung
kantor sendiri dan masih menempati Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV Lantai 3, 4, 7 dan 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta 10270. Gedung tersebut adalah milik Kementerian
Kehutanan dengan status ijin penggunaan sampai dengan akhir
tahun 2013. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) dengan Nomor S-59/MK.6/2013 tentang
persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (BMN)
pada Kementerian Kehutanan oleh Badan Standardisasi Nasional.

KEUANGAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada
Tahun 2013 ini Badan Standardisasi Nasional didukung oleh

anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
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(DIPA) Tahun 2013.

Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2013
tanggal 5 Desember 2012, pagu anggaran BSN sebesar
Rp 98.544.067.000,- tetapi mengalami perubahan dikarenakan
BSN mendapatkan reward sebesar Rp. 3.085.000,- sehingga
terakhir ~pagu anggaran BSN Tahun 2013 menjadi
Rp.98.547.152.000,-

Realisasi anggaran BSN Tahun 2013 adalah sebesar
Rp.89.046.226.771,- atau sebesar 90.36%. Pagu dan realisasi
anggaran BSN Tahun 2010 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada

tabel dan gambar di bawah ini.

Grafik .4 Pagu dan Realisasi Anggaran BSN Tahun 2010 s.d. 2013
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140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

Hinil

Pagu ‘ Realisasi

Pagu ‘Realisasi Pagu |Rea|isasi Pagu |Rea|isasi

2011 2012 2013

BSN ) gip SN 2013

11



1.4 Sistematika Pelaporan

Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dalam dokumen LAKIP 2013 ini diuraikan tentang Renstra BSN 2009-
2014, Renja BSN 2013, Penetapan Kinerja BSN 2013, dan analisis terhadap kinerja
serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja BSN maupun

pemerintah di masa mendatang.

Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistematika

pelaporan yang tersusun sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LAKIP BSN Tahun 2013.

Bab I - Pendahuluan, menguraikan secara singkat latar belakang penulisan
laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga gambaran

umum struktur organisasi serta sistematika penulisan;

Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan muatan Rencana
Strategis (Renstra) BSN untuk periode 2009 - 2014, Rencana Kinerja Tahun 2013
dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, menguraikan analisis pencapaian
kinerja BSN dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian
sasaran strategis untuk Tahun 2013. Dalam bab ini juga diiinformasikan capaian
dari kegiatan - kegiatan lainnya, yang berkembang pada saat pelaksanaan
dokumen penetapan kinerja 2013.

Bab IV - Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang

berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi BSN Tahun 2013.
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I1.1 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PENGEMBANGAN STANDARDISASI

ntuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan Standardisasi Nasional
2015-2025 diperlukan penetapan tahapan dan skala prioritas. Dalam
rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025, periode 2015-2025 akan
terbagi menjadi 2 (dua) rencana pembangunan jangka menengah, yaitu periode 2015-

2019 dan periode 2020-2024.

Dalam pengembangan Standardisasi Nasional, tahun 2013-2015 dapat dipandang
sebagai periode persiapan, dengan tantangan utama yang dihadapi adalah implementasi
AEC pada tahun 2015. Oleh karena itu, dalam masa transisi 2013-2015, diharapkan
pondasi yang diperlukan untuk penerapan strategi standardisasi nasional 2015-2025 telah
terbentuk. Salah satu pondasi utama adalah penguatan dasar hukum kegiatan
standardisasi nasional. Penguatan dasar hukum dimaksud adalah penetapan Undang-
Undang yang mengatur tentang infrastruktur mutu nasional dan interaksinya dengan
sektor penyelenggaraan negara lainnya secara efektif dan efisien sehingga secara bersama-
sama dapat mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjag 2005-2025. Di dalam
program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang, RUU tentang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2013. Diharapkan RUU ini

telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebelum implementasi AEC.

Prasyarat penting berikutnya adalah penguatan infrastruktur mutu itu sendiri yang
terdiri dari Standar, Standar Nasional Satuan Ukuran, dan Penilaian Kesesuaian yang
mutlak diperlukan untuk pencapaian setiap tujuan dan sasaran pengembangan
standardisasi nasional 2015-2025. Pengembangan lingkup infrastruktur mutu tersebut
tentunya juga memerlukan tahapan dengan skala prioritas yang sejalan dengan periode

tahapan-tahapan pencapaian sasaran pengembangan standardisasi nasional 2015-2025.
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Pada tahun 2015, diharapkan fungsi standardisasi nasional yang sepenuhnya
bersifat government-driven telah dapat dicapai secara efektif bersamaan dengan awal
implementasi AEC. Seperti kita ketahui bersama, untuk mewujudkan pasar tunggal dan
basis produksi di ASEAN, pemimpin ASEAN telah menyepakati persyaratan minimal bagi
produk yang dapat diedarkan di seluruh kawasan ASEAN secara bebas. Persyaratan
minimal ini dinyatakan dalam bentuk acuan kepada persyaratan standar yang berkaitan
dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini diharapkan SNI
telah mampu berperan sebagai persyaratan minimum bagi produk yang diedarkan di pasar

domestik.

Pada tahun 2017, diharapkan standardisasi nasional telah mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di pasar domestik. Kepercayaan
masyarakat terhadap produk nasional yang memenuhi persyaratan SNI, dibuktikan
melalui kesadaran atau keinginan masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk
nasional dengan kepercayaan penuh bahwa produk yang memenuhi persyaratan SNI
memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang tidak memenuhi persyaratan

SNL

Pada tahun 2019, di akhir RPJMN 2015-2019, diharapkan sistem standardisasi
nasional tidak hanya mampu memberikan manfaat bagi produk nasional di pasar
domestik, tetapi juga mampu memfasilitasi produk nasional untuk mengakses pasar global.
Untuk dapat memberikan kontribusi memfasilitasi akses produk nasional di pasar global,
selain dalam bentuk pengembangan dan penerapan SNI, diharapkan kerjasama
standardisasi internasional dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang
standar di negara-negara tujuan ekspor potensial untuk kemudian didiseminasikan kepada

pelaku kepentingan di dalam negeri.

Memasuki RPJMN terakhir dalam RPJPN 2015-2025, diharapkan sistem
standardisasi nasional telah dapat mengintegrasikan diri ke dalam sistem inovasi nasional.
Pada tahun 2021 diharapkan SNI mampu secara efektif memfasilitasi komersialisasi
inovasi hasil penelitian dan pengembangan nasional, dan berperan aktif sebagai penggerak
siklus inovasi nasional. Apabila skala prioritas pengembangan standardisasi nasional pada
periode 2015-2020 di atas lebih banyak bersifat government-driven, dimana pemerintah

menerapkan aturan berbasis standar di dalam pasar domestik, dan memberikan informasi
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kepada pelaku usaha tentang standardisasi di negara tujuan ekspor, maka standardisasi

pada periode ini merupakan research-driven activities.

Pada tahun 2023 diharapkan sistem standardisasi nasional telah mampu berperan
dalam penciptaan keunggulan kompetitif produk nasional di pasar global. Pada periode ini
diharapkan standardisasi nasional telah menjadi salah satu world leading standardization.
SNI yang dihasilkan tidak hanya harmonis dengan standar internasional, tetapi diharapkan
SNI mulai menggerakkan dan menjadi acuan pengembangan standar internasional.
Diharapkan kegiatan standardisasi nasional telah menjadi market and industry - driven
activities berbasis riset standardisasi yang kuat, sehingga secara efektif mendukung daya
saing nasional di pasar global melalui keunggulan kompetitif yang diakui secara

internasional.

Pada akhir RPJPN 2005-2025 diharapkan seluruh kontribusi dari sistem
standardisasi nasional terhadap daya saing dan kualitas hidup bangsa sebagaimana
diharapkan, telah dapat dicapai secara konsisten dalam pencapaian visi pembangunan

jangka panjang nasional 2005-2025.

Setiap tahapan dan skala prioritas dalam strategi standardisasi nasional 2015-
2025 ini diharapkan dapat menjadi penggerak sistem standardisasi nasional dalam
melaksanakan kegiatannya. Penetapan tahapan dan skala prioritas di dalam strategi
standardisasi nasional ini ditujukan untuk menjaga kesinambungan sistem standardisasi
nasional dalam mencapai efektifitas kontribusinya terhadap pencapaian visi pembangunan
nasional jangka panjang. Penetapan fokus kebijakan dan kegiatan standardisasi nasional
pada setiap periode didasarkan pada pencapaian tahapan dan skala prioritas pada akhir
periode tersebut dan penyiapan dasar-dasar kebijakan dan kegiatan untuk mencapai

tahapan dan skala prioritas berikutnya.
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Tahapan dan skala prioritas pencapaian strategi standardisasi nasional 2015-2025

digambarkan sebagai berikut.

PP e i 2 P e e i e e >

2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

Gambar 2.1 Tahapan dan skala prioritas pencapaian strategi standardisasi nasional
2015-2025

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pengembangan
standardisasi nasional dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2014 sebagai masa

pembangunan pondasi pengembangan standardisasi nasional.

I1.2 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) maka disusun Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah dengan
mengintegrasikan antara Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu
memenuhi Kkeinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategis baik nasional maupun global. Penyusunan Renstra yang meliputi penetapan visi,
misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif
stakeholder, Internal Business Process, Learning dan Growth serta Financial, sehingga dapat
mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya,
membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran

keberhasilan/kegagalannya.
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Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, maka dijabarkanlah misi yang
kemudian dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil
analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin
dicapai oleh organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam bentuk

kebijakan, program dan kegiatan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, dijabarkan dalam
perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu tahun
tertentu. Perencanaan Kinerja tahunan merupakan rencana capaian Kkinerja dalam kurun
waktu satu tahun untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan.

Dokumen rencana kinerja telah memuat sasaran, program, indikator Kkinerja
sasaran dan target kinerja tahunan. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran,
program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan

dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategisnya.

Rencana Strategis BSN 2010 - 2014 secara rinci diuraikan sebagai berikut.

VISI Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh BSN. Dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi lembaga, maka telah ditetapkan visi BSN:

“Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar
Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian

nasional sesuai dengan perkembangan Iptek”

MISI Misi mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh
BSN dengan mengacu pada misi pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu, misi merupakan serangkaian tugas utama yang harus
dilaksanakan agar tujuan BSN dapat terlaksana dan berhasil dengan baik
dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebagaimana visi
BSN diatas.

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka BSN menetapkan misinya
sebagai berikut:
1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

2. Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian
kesesuaian.
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TUJUAN

SASARAN
STRATEGIS

3. Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku
kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian.

4. Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut
ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi BSN serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Diharapkan, tujuan dapat
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi BSN.

Dengan demikian, tujuan  tersebut merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi BSN yang ditetapkan dengan
memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factor)
dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal
maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan tujuan BSN adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai
acuan pemangku Kkepentingan dalam pembangunan Iptek

nasional dan transaksi perdagangan domestik dan global.

2. Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian
kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan

memfasilitasi transaksi perdagangan.

3. Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan

pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata BSN dalam
rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator
sasaran. Indikator sasaran adalah wukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana

pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat
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capaiannya (target) masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Kepala BSN No. 06/KEP/BSN/2/2013 tanggal 4
Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BSN Nomor 3
Tahun 2011 tentang Rencana Strategis BSN Tahun 2010-2014 sasaran
strategis RENSTRA BSN 2010-2014 berubah menjadi :

1. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar,

2. Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar
dan akreditasi,

3. Terciptanya budaya standar di masyarakat.

4. Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian
oleh pemangku kepentingan,

5. Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien.

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan lingkungan strategis
dimana BSN selaku instansi pemerintah yang memberikan layanan
publik belum dirasakan hasilnya secara optimal oleh stakeholder.

Untuk itu, pencapaian kinerja BSN harus dapat dinilai dari aspek
ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator Kinerja, ketepatan
target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome serta
kinerja dari penilaian stakeholder. Oleh karena itu, sasaran strategis BSN
dinilai perlu untuk disempurnakan melalui penetapan Peraturan Kepala
BSN Nomor 06 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Standardisasi Nasional No. 03 tahun 2011 tentang Rencana
Strategis Badan Standardisasi Nasional dan Peraturan Kepala BSN
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Badan

Standardisasi Nasional.
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KEBIJAKAN

PROGRAM

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan
petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar
tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,
tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, BSN menetapkan 4 (empat) arah
kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SNI sesuai dengan kebutuhan pasar,

2. Meningkatkan kualitas sistem dan infrastruktur penerapan

standar dan penilaian kesesuaian,
3. Membangun budaya standar,

4. Memperkuat kelembagaan dan peran BSN.

Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan
dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu :
1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional,

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BSN,

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN.

Keseluruhan rencana strategis di atas ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan

reformasi birokrasi bagi BSN didalam memberikan layanan publik sebagai prioritas

pertama yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Salah satu pelaksanaan dari 9

program Reformasi Birokrasi yaitu penataan tatalaksana, BSN telah menerapkan Sistem

Manajemen Mutu (SMM).

Sesuai dengan SNI ISO 9001 penerapan SMM BSN telah mendapatkan sertifikat
dari PT Sucofindo ICS pada tanggal 18 Oktober 2013.

BSN ) gip SN 2013 20



Berikut adalah gambar peta rencana strategis BSN berdasarkan sasaran strategis

dan Indikator Kinerja Utama yang telah disempurnakan.

TUIUAN INDIKATOR
VISI MSl KINERJA UTAMA
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Gambar II.1 Peta Rencana Strategis BSN
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Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama yang disempurnakan serta target

sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I1.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2012, 2013

dan 2014
Indikator Target Target Target
No Sasaran ..
Kinerja Utama 2012 2013 2014
1 Tersedianya SNI | Persentase 60% 70% 75%
sesuai realisasi
kebutuhan pasar | penetapan SNI
terhadap SNI yang
dibutuhkan pasar
2 Tercapainya Persentase 17% 18% 19%
peningkatan peningkatan
efektifitas sistem | jumlah pelaku
penerapan usaha yang
standar dan menerapkan SNI
akreditasi
3 Terciptanya Persentase 10% 10% 10%
budaya standar | peningkatan
di masyarakat masyarakat yang
peduli terhadap
standardisasi
4 Diterapkannya Jumlah kebijakan 1 RUU 1 Dokumen 1
sistem standardisasi dan standardisasi uu Dokumen
standardisasi penilaian dan penilaian standardisasi uu
dan penilaian kesesuaian kesesuaian dan penilaian standardi-
kesesuaian oleh kesesuaian sasi dan
pemangku penilaian
kepentingan kesesuaian
1 Draft
RPP
5 Terwujudnya a. Opini WTP WTP WTP WTP
organisasi yang atas laporan
efektif dan keuangan BSN
efisien
b. Indeks 85 85 90
gsgl‘;agsgj; (skala100) | (skala100) | (skala100)
terhadap
Layanan
Publik BSN
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I1.3 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber

daya yang dimiliki. Penetapan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah

untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah penetapan kinerja BSN tahun 2013 berdasarkan sasaran strategis

yang telah disempurnakan untuk memenuhi perspektif stakeholder :

Tabel I1.2 Penetapan Kinerja BSN Tahun 2013

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tersedianya SNI sesuai Persentase realisasi penetapan 70%
kebutuhan pasar SNI terhadap SNI yang
dibutuhkan pasar
2 Tercapainya Persentase peningkatan jumlah 18%
peningkatan efektifitas pelaku usaha yang menerapkan
sistem penerapan SNI
standar dan akreditasi
3 Terciptanya budaya Persentase peningkatan 10%
standar di masyarakat masyarakat yang peduli
terhadap standardisasi
4 Diterapkannya sistem Jumlah kebijakan standardisasi 1 Dokumen UU
standardisasi dan dan penilaian kesesuaian standardisasi dan
penilaian kesesuaian penilaian kesesuaian
oleh pemangku
kepentingan
5 Terwujudnya organisasi | c. Opini WTP atas laporan WTP
yang efektif dan efisien keuangan BSN
a. Indeks Kepuasan Pelanggan 85

terhadap Layanan Publik
BSN

(skala 100)

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target

BSN tahun 2013 adalah sebagai berikut:
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Tabel I1.3. Pemetaan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BSN Tahun 2013

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
L. Meningkatnya penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai acuan pemangku
kepentingan dalam pembangunan Iptek nasional dan transaksi perdagangan domestik dan
global
1. | Tersedianya SNI sesuai Persentase realisasi penetapan SNI 70 %
kebutuhan pasar. terhadap SNI yang dibutuhkan pasar
IL Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek
nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan
2. | Tercapainya peningkatan Persentase peningkatan jumlah pelaku 18%
efektifitas sistem penerapan usaha yang menerapkan SNI.
standar dan akreditasi
3. | Terciptanya budaya standar Persentase peningkatan masyarakat 10%
dimasyarakat yang peduli terhadap standardisasi
118 Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi dan
penilaian kesesuaian
4. | Diterapkannya sistem Jumlah kebijakan standardisasi dan 1 Dokumen UU
standardisasi dan penilaian penilaian kesesuaian standardisasi dan
kesesuaian oleh pemangku penilaian
kepentingan kesesuaian
5. | Terwujudnya organisasi yang a. Opini BPK atas laporan keuangan WTP

efektif dan efisiensi

BSN

b. Indeks Kepuasan Pelanggan
terhadap Layanan Publik BSN

85 (skala 100)

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, BSN telah

melaksanakan 3 (tiga) program dengan 13 kegiatan. Dari 13 kegiatan tersebut, 4 (empat)

kegiatan merupakan Kegiatan Prioritas Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2013. Keempat kegiatan tersebut adalah :

W N e

Perumusan Standar;

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi;

Peningkatan Penerapan Standar; dan

Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Selain keempat kegiatan tersebut, kegiatan BSN lainnya merupakan kegiatan prioritas

lembaga.
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Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Standardisasi Nasional, melalui kegiatan:

1. Perumusan Standar, dilaksanakan melalui :
a. Perumusan kebijakan pengembangan standar,
b. Perumusan SNI,
¢. Pembinaan sumberdaya perumusan SNI,
d. Peningkatan Kinerja Panitia Teknis (PT) /Sub Panitia Teknis (SPT),
e. Fasilitasi harmonisasi SNI.

2. Penelitian dan Pengembangan Standar dilaksanakan melalui :
a. Penelitian dan pengembangan standardisasi,
b. Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan standardisasi. dan
¢. Monitoring Penelitian.

3. Kerjasama Standardisasi dilaksanakan melalui :

a. Kesepakatan Kerjasama Standardisasi di tingkat Nasional, Bilateral, Regional dan
Multilateral.
Tindak Lanjut dan Implementasi Kesepakatan Kerjasama Standardisasi.
Partisipasi Indonesia dalam Pengembangan Standar Internasional,
Penanganan Notifikasi dan Enquiry untuk Memenuhi Perjanjian TBT-WTO,
Layanan aplikasi Insurance Identification Number (IIN).

©can o

4. Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dilaksanakan melalui :
a. Pemasyarakatan Standardisasi,
b. Jejaring Pendidikan Standardisai,
c. Partisipasi Masyarakat Standardisasi dalam Pengembangan Standardisasi,
d. Layanan Pelatihan Standardisasi.

5. Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi dilaksanakan melalui :
a. Informasi Standardisasi,
b. Jejaring Informasi Standardisasi,
c. Aplikasi Sistem Informasi Standardisasi.
d. Layanan Informasi Standar.

6. Peningkatan Penerapan Standar dilaksanakan melalui :
a. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang memiliki kemampuan dalam
memperluas lingkup dan meningkat komptensinya,
b. Industri/Organisasi yang memiliki kemampuan menerapkan standar/SNI,
c. Integritas Tanda SNI,
d. Fasilitasi Adopsi SNI menjadi regulasi teknis.

7. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui :
a. Pengembangan Kebijakan Akreditasi bidang Lembaga Sertifikasi,
b. Pengembangan asesor bidang lembaga sertifikasi,
c. Pengakuan regional dan internasional terhadap sistem akreditasi sertifikasi
bidang Lembaga Sertifikasi.
d. Layanan akreditasi lembaga sertifikasi.
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8. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, dilaksanakan
melalui :
a. Pengembangan Kebijakan Akreditasi bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi,
b. Asesor bidang laboratorium dan lembaga inspeksi,
C. Pengakuan Internasional dan Regional terhadap sistem akreditasi pengujian,

kalibrasi dan inspeksi,

d. Kebijakan Penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU),

Pengakuan Internasional terhadap kemampuan pengukuran metrology nasional

f. Layanan akreditasi laboratorium dan Lembaga InspeKksi.

®

9. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dilaksanakan
melalui:

a. Peraturan Perundang-undangan dibidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

II. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui
kegiatan:

1. Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN dilaksanakan
melalui :
a. Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Produk Hukum terkait standardisasi,
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia BSN,
c. Pembinaan dan Pengembangan Kehumasan,
d. Reformasi Birokrasi.

2. Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN dilaksanakan melalui :
Penyusunan program dan anggaran,

Evaluasi/laporan kegiatan,

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan,

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),

Tata usaha kearsipan dan pimpinan.

©oo o

3. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dilaksanakan melalui
Pemeriksaan dan Pengawasan Internal.
III. Peningkatan Sarana dan Prasarana, melalui kegiatan:
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN dilaksanakan melalui pengadaan

sarana dan prasarana BSN.
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II.4 Rencana Aksi Tahun 2013

Rencana aksi Tahun 2013 telah dibuat dalam rangka pelaksanaan
Penetapan Kinerja BSN Tahun 2013. Rencana aksi guna mendukung pencapaian
Sasaran Strategis Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BSN. Adapun rencana

aksi tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.
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Kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi lembaga.

BSN sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas
kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No0.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut menggambarkan
tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan

sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

III.1 Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam
mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Standardisasi Nasional, maka
telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai
melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II.
Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam tahun 2013

berdasarkan Penetapan Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

BSN ) gip SN 2013 28



Tabel I11.1

Tujuan, Sasaran, Target Kinerja

CAPAIAN
SASARAN o
TUJUAN ®
URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI
Meningkatnya Tersedianya Persentase 70 % 66.7% 95.29 %
penggunaan Standar SNI sesuai realisasi
Nasional Indonesia kebutuhan penetapan SNI
sebagai acuan pasar terhadap SNI
pemangku yang
kepentingan dalam dibutuhkan
pembangunan Iptek pasar
nasional dan transaksi
perdagangan domestik
dan global
Menguatnya sistem Tercapainya Persentase 18% 17.98 % 99,89%
penerapan standar peningkatan peningkatan
dan penilaian efektifitas jumlah pelaku
kesesuaian dalam sistem usaha yang
pembangunan iptek penerapan menerapkan
nasional dan standar dan SNI
memfasilitasi akreditasi
transaksi perdagangan
Teciptanya Persentase 10% 23,28% 232,8%
budaya standar | peningkatan
di masyarakat | masyarakat
yang peduli
terhadap
standardisasi
Menjadi lembaga Diterapkan- Jumlah 1 Dokumen 75% 75%
terpercaya dalam nya sistem kebijakan uu
pengembangan dan standardisasi standardisasi Standardisa
pembinaan dan penilaian dan penilaian sidan
standardisasi dan kesesuaian kesesuaian Penilaian
penilaian kesesuaian oleh pemangku Kesesuaian
kepentingan
Terwujudnya Opini WTP atas WTP WTP 100%
organisasi yang | laporan
efektif dan keuangan BSN
efisien
Indeks 85 82.64 97%
Kepuasan (skala 100) | (skala 100)
Pelanggan
terhadap
Layanan Publik
BSN

BSN ) gip SN 2013

29



Berdasarkan tabel diatas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
TUJUAN 1:

Meningkatnya penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai acuan pemangku
kepentingan dalam pembangunan Iptek nasional dan transaksi perdagangan

domestik dan global

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah:
1. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Q ))

SASARAN 1
Tersedianya SNI Sesuai Kebutuhan Pasar

Indikator Kinerja Utama tercapainya sasaran strategis tersedianya SNI sesuai
kebutuhan pasar yaitu “persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang
dibutuhkan pasar” . Yang dimaksud dengan SNI yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar
adalah SNI yang diusulkan oleh masing-masing Panitia Teknis (PT) yang beranggotakan
perwakilan dari regulator/instansi pemerintah, pelaku usaha/industri, pakar/akademisi

dan konsumen. Adapun daftar panitia teknis tertuang dalam lampiran 5

Panitia teknis merumuskan SNI berdasarkan Program Nasional Perumusan
Standar (PNPS). Usulan PNPS dibahas dan ditetapkan oleh Manajemen Teknis
Pengembangan Standar (MTPS) yang merupakan komisi yang membantu Kepala BSN
dengan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan SNI yang merupakan
representasi dari pihak - pihak terkait . Usulan PNPS merupakan hasil kajian, koordinasi
dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan, dan juga mempertimbangkan
perkembangan standar Internasional (ISO/IEC/CODEX), serta memperhatikan
perkembangan Kkebutuhan kalangan industri/pelaku usaha, konsumen/masyarakat.

Dengan demikian MTPS dalam menetapkan PNPS telah memperhatikan kebutuhan pasar.
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Identifikasi dan rekomendasi SNI yang dibutuhkan pasar disusun berdasarkan
pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil kaji ulang/pemeliharaan SNI;

- Kebutuhan penyusunan regulasi teknis berbasis SNI;

- Kebutuhan dukungan infrastruktur standardisasi, khususnya terkait penyediaan
SNI, dalam rangka kebijakan strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;

- Perkembangan kerjasama bilateral (dengan negara mitra Indonesia) dan regional
(ASEAN/APEC) yang terkait dengan kebutuhan pengembangan SNI;

- Kecenderungan perkembangan standardisasi di tingkat internasional dari berbagai
organisasi pengembang standar internasional (ISO/IEC/CODEX);

- Kajian di bidang standardisasi yang perlu mendapatkan perhatian karena memiliki
prospek yang penting dalam perkembangan perdagangan di dalam negeri dan
internasional dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan,
dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- Program pengembangan standar internasional yang saat ini tengah berjalan agar
tidak terjadi duplikasi;

- Kemampuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target dari IKU ini pada tahun 2013 sebesar 70% yang diperoleh melalui
perbandingan antara realisasi penetapan SNI dibanding jumlah usulan dalam Program
Nasional Perumusan Standar/PNPS (lihat Tabel II1.2 Tingkat realisasi penetapan SNI
terhadap SNI yang dibutuhkan pasar).

Pada tahun 2013, SNI yang berhasil ditetapkan sejumlah 421 SNI, sementara usulan
PNPS sebanyak 631 SNI. Denegan demikian dapat dicapai penetapan SNI sebesar 66,72%.

Apabila dibanding dengan target sebesar 70%, maka pencapaian kinerja penetapan
SNI sesuai kebutuhan pasar sebesar 95,43%. Meskipun demikian disbanding dengan tahun

2012, jumlah SNI yang ditetapkan mengalami kenaikan dari 313 SNI menjadi 421 SNI.

Kurang optimalnya pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor

sebagai berikut :
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a. Peningkatan pemahaman SDM perumusan SNI dilingkungan Sekretariat PT
perumusan SNI belum berdampak secara langsung pada perbaikan Kinerja

sekretariat PT karena adanya rotasi dan mutasi SDM ke unit kerja lain;

b. Pengajuan usulan PNPS oleh PT setelah pertengahan tahun berjalan sehingga
penyelesaian proses perumusan dan penetapan SNI baru akan dapat diselesaikan

pada tahun berikutnya.

Adapun realisasi penetapan SNI dari tahun 2010 - 2013 dapat dilihat pada tabel
[11.2 dibawah ini

Tabel II1.2 Realisasi Penetapan SNI

Tahun
2010 2011 2012 2013
Uraian . s
(+APBN- | (+APBN- | (Pemotongan | (Optimalisasi
P) P) Anggaran 23%,) @nssaran untuk
tukin)

Target SNI menurut 200 200 200 200
Renstra 2010-2014
Target SNI menurut 250 300 325 350
Penetapan Kinerja
Realisasi penetapan 396 500 319 421
SNI
Usulan SNI 519 498 519 631
berdasarkan
kebutuhan pasar
(PNPS)
Target Realisasi 60% *) 70%
Penetapan SNI
Realisasi 61,46 % 66,72 %
Capaian 102% 95,43 %

*) Berdasarkan IKU Baru

Realisasi penetapan SNI setiap tahun sejak tahun 2010-2013 mengalami fluktuasi.
Hal ini dikarenakan adanya perbedaan alokasi anggaran, khususnya terkait perumusan
SNI dimana pada tahun 2010 dan 2011 mendapat penambahan anggaran dalam APBN-P
untuk mendukung pelaksanaan Program Gerakan Nasional Penerapan SNI (GENAP SNI).
Penambahan alokasi anggaran tersebut menyebabkan SNI yang dihasilkan menjadi lebih

banyak. Sementara itu, realisasi penetapan SNI tahun 2012 lebih rendah daripada tahun
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2011 maupun tahun 2010, dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran sebesar
23%.

Sementara itu penetapan SNI tahun 2013 kembali mengalami peningkatan menjadi
421 SNI karena adanya peningkatan pengelolaan proses perumusan SNI di lingkungan
BSN, dengan telah ditetapkannya Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai SNI ISO
9001:2008 dan telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi PT Sucofindo.

Capaian sasaran ditetapkannya 421 SNI tersebut diatas diharapkan mampu
mendukung Indonesia dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam menghadapi
perintisan pasar tunggal ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 untuk
sektor prioritas AEC, yaitu tersedianya SNI yang harmonis dibidang perangkat kelistrikan
dan elektronika, makanan siap saji, produk berbasis Kkaret, peralatan kesehatan, serta
produk berbasis kayu sesuai Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Disamping itu
penetapan SNI tersebut sangat diperlukan dalam mendukung penerapan SNI yang
diberlakukan secara wajib oleh berbagai kementerian yang berwenang dibidangnya untuk
tujuan perlindungan, keselamatan dan keamanan konsumen dalam negeri, serta
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penetapan SNI tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan daya saing industri
nasional karena telah mengadopsi/mengadaptasi standar international yang relevan serta
untuk mendukung berbagai kebijakan strategis nasional yang dicanangkan oleh
pemerintah, antara lain untuk pengelolaan database berbasis IT untuk e-Health (sistem
jaminan kesehatan nasional), dan e-Commerce, termasuk manajemen sistem keamanan

informasi.

Tabel I1I. 3 Capaian IKU Tahun 2013

2013
Indikator
Target Realisasi capaian
Persentase realisasi penetapan SNI o o o
terhadap SNI yang dibutuhkan pasar 70% 66.70% 95.29.%

Sampai dengan akhir tahun 2014, diharapkan akan terjadi kenaikan 5 % tingkat
persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar setiap tahunnya

dari semula pada tahun 2013 sebesar 70% menjadi 75 %. Dengan realisasi capaian sebesar
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66,72 % pada tahun 2013, maka kedepan masih diperlukan perbaikan proses perumusan
SNI yang saat ini telah berjalan, yakni dengan penyempurnaan Pedoman Standardisasi
Nasional yang telah ada untuk menjawab tuntutan perkembangan maupun pengembangan
PSN lain yang dibutuhkan mendesak, penguatan SDM perumusan SNI untuk perbaikan
berkesinambungan dalam proses perumusan SNI, khususnya pengelolaan kegiatan
kesekretariatan PT Perumusan SNI, penerapan secara konsisten terhadap sistem
manajemen mutu dalam pengelolaan proses perumusan SNI, serta penguatan program

untuk pemeliharaan SNI di tiap-tiap PT yang sudah harus dikaji ulang.

TUJUAN 2:

Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam

pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :

2. Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan

akreditasi.
3. Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap standardisasi.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Q )

SASARAN 2

Tercapainya Peningkatan Efektifitas Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian

Sasaran strategis 2: “tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar
dan penilaian kesesuaian” merupakan penyempurnaan dari sasaran strategis “tersedianya
lembaga penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan penerapan SNI” dan “diterapkannya SNI

oleh industri atau organisasi” yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BSN 2010 - 2014.

IKU yang digunakan untuk mengukur efektifitas sistem penerapan standar dan

penilaian kesesuaian adalah “persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang
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menerapkan SNI” dalam setiap 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan capaian

pada tahun sebelumnya, dengan target kinerjapada tahun 2013 adalah sebesar 18%.

Pada dasarnya, sasaran strategis meningkatkan efektifitas sistem penerapan standar
dan penilaian kesesuaian dapat dicapai bila didukung oleh sistem dan infrastruktur
penerapan standar yang efektif, peningkatan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil
penilaian kesesuaian, sertapeningkatan keberterimaan standar nasional satuan ukuran.
Melalui dukungan sistem, infrastruktur, layanan akreditasi dan standar nasional satuan
ukuran yang efektif tersebut, akan mendukung kemudahan pelaku usaha dalam
menerapkan standar sehingga diharapkan akan membentuk keteraturan yang optimum
untuk meningkatkan efisiensi produksi, level mutu, keamanan, dan keandalan produk yang
pada akhirnya dapat memberi akses produk ke pasar yang lebih baik dan meningkatkan
daya saing produk. Dengan demikian pencapaian sasaran strategis ini diukur berdasarkan

indikator “persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI".

Pencapaian target Indikator tersebut didasarkan pada data pelaku usaha/organisasi
yang telah menerapkan SNI yang dibuktikan dengan sertifikasi penerapan SNI dari
lembaga sertifikasi yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk bidang: (1)
produk; (2) sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14.000); (3) sistem Hazard Analysis
and Critical Control Point (HACCP); (4) ekolabel; (5) sistem manajemen mutu (SNI ISO
9001; (6) sistem manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22.000); (7) personel; dan (8)

pangan organik.

Adapun jumlah pelaku usaha yang telah menerapkan SNI pada tahun 2011- 2013

sebagai berikut.

Tabel I11.4 Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah Menerapkan SNI Tahun2011-2013

Pelaku usaha yang menerapkan
. . SNI

Lingkup SNI yallllfi z;fllll;erapkan pelaku Peningkatan

Tahun Tahun Tahun

2011 2012 2013

Produk 4.416 4.625 5.020 209
Sistem Manajemen Lingkungan 56 318 393 318
HACCP 133 137 90 -43
Ekolabel 4 5 5 1
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Sistem Manajemen Mutu 4.678 5.300 5.455 777
Sistem Manjemen Keamanan Pangan 99 106 72 -28
Personel 38.825 46.324 46.334 7.506
Pangan Organik 116 156 161 40
Jumlah 48.327 56.971 57.530 8.780
Persentase peningkatan jumlah =(57.530- 56.971) / 56.971* 100%

pelaku usaha yang menerapkan SNI =0.98%

Dari target yang ditetapkan pada tahun 2013 yaitu terjadinya peningkatan jumlah
pelaku usaha yang menerapkan SNI sebesar 18%dibandingkan tahun 2012, realisasi yang
dapat dicapai adalah sebesar 17,98%. Dengan demikian persentase capaian dibandingkan

dengan target yang ditetapkan adalah 99,89% yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II1.5 Capaian IKU Tahun 2012- 2013

Prosentase peningkatan jumlah 18% 17,98% 99,89%

pelaku usaha yang menerapkan SNI

Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh kegiatan yang telah
dilakukan dalam rangka peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian

kesesuaian melalui kegiatan antara lain :
a. Kebijakan Penerapan SNI dan Penilaian Keseuaian.
1. Kebijakan sistem Penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian.

Sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian merupakan suatu kesatuan dari
aturan, proses yang diperlukan oleh seluruh stakeholder sebagai acuan dalam
melaksanakan kegiatan penerapan standar yang efektif, sesuai dengan tugas, fungsi

dan kewenangan masing-masing stakeholder, dengan tujuan untuk memberi
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kemudahan kepada pelaku usaha dalam menerapkan SNI sehingga dapat

meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI.

Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem penerapan SNI dan
penilaian kesesuaian yang telah dilakukan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a) Pengembangan kebijakan sistem penerapan standar, yang dirumuskan oleh

manajemen teknis yang membidangi kegiatan penerapan standar.

b) Pengembangan kebijakan standar nasional bidang penilaian kesesuaian, yang
mengatur tentang acuan bagi lembaga penilaian kesesuaian dalam
melaksanakan penilaian atas Kkesesuaian barang/jasa dengan persyaratan
standar. Pengembangan Kkebijakan standar internasional bidang penilaian
kesesuaian mengatur tentang fasilitasi kepentingan Indonesia agar dapat
terakomodir dalam perumusan standar internasional bidang penilaian
kesesuaian (Standar ISO CASCO).

Indonesia aktif dalam kegiatan pengembangan standar ISO CASCO tersebut,

melalui Mirror Committee CASCO yang beranggotakan para pakar dibidang

laboratorium, inspeksi, sertifikasi dan akreditasi.

c¢) Pengembangan kebijakan standar internasional bidang pangan (Standar Codex),
yang mengatur tentang kebijakan standar internasional di bidang pangan
(standar Codex).

d) Pengembangan kebijakan penilaian kesesuaian bidang kelistrikan.khususnya
dalam rangka mendukung kesiapan Indonesia menghadapi ASEAN Economy

Community (AEC) tahun 2015.
2. Kebijakan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Kebijakan akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi mempunyai
bertujuan agar pelaksanaan kegiatan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
dapat lebih efektif dan berkualitas, serta proses penilaian kesesuaian yang
dilakukan oleh laboratorium dan lembaga inspeksi yang telah diakreditasi dapat
diakui dan diterima di tingkat regional maupun internasional.

Penyusunan kebijakan akreditasi laboratorium dan laboratorium Inspeksi

meliputi :
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1. Kebijakan manajemen akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi, disusun
melalui kegiatan evaluasi sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi,
serta Sistem Manajemen Mutu KAN sesuai ISO/IEC 17011:2004.

2. Kebijakan pengembangan asesor dengan refreshment course asesor dan panitia
teknis akreditasi khususnya mengenai kebijakan akreditasi, teknik asesmen,
analisis resiko temuan asesmen terhadap hasil uji, dan peningkatan konsistensi
kualitas hasil asesmen dan umpan balik perbaikan proses persiapan,
pelaksanaan dan pasca asesmen.

3. Kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi,
disusun melalui Program Uji Profisiensi Bidang Laboratorium Penguji untuk
memantau kompetensi teknis laboratorium uji yang telah diakreditasi dalam

melaksanakan pengujian terhadap komoditi tertentu.

Dengan tersusunnya 3 kebijakan tersebut diatas, diharapkan pelaksanaan
kegiatan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dapat lebih efektif dan
berkualitas, serta proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh laboratorium
dan lembaga inspeksi yang telah diakreditasi dapat diterima di tingkat regional
maupun internasional.

3. Kebijakan Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi diperlukan untukpelaksanaan kegiatan
akreditasi dan sertifikasi kompeten, kredibel dan efektif yaitu :
a) Kebijakan pengembangan skema akreditasi lembaga sertifikasi meliputi :
1) Skema akreditasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu peralatan
kesehatan (SMAKK).
2) Skema Penilaian Kesesuaian GHG (Greenhouse Gasses)
3) Skema Sertifikasi halal
4) Skema akreditasi untuk bidang produk
5) Skema akreditasi untuk bidang legalitas kayu (PHPL dan LVLK)

6) Skema penilaian kesesuaian dibidang pariwisata.
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Nasional
Jer, 17 -

Launching Skema Akreditasi Baru SMMAK untuk memfasilitasi penerapan SN1150 13485
bagi pelaku usaha peralatan kesehatan

b) Kebijakan Peningkatan Keberterimaan Sertifikat Penilaian Kesesuaian
Pada tahun 2013 BSN telah melaksanakan penyebarluasan informasi
tentang sertifikasi penilaian kesesuaian melalui sosialisasi/workshop di
Makassar, Bangka, Pontianak dan Medan untuk mendorong pelaku usaha di

daerah menerapkan SNI.

e D -
Keberierimaan Skema Penilalan Nesesuaian

‘N Komite Akreditasi Naslon=" ")
d dalam Mendukung Dayva stonal

Sosialisasi Keberterimaan Skema Penilaian Kesesuaian Dalam Mendukung Daya Saing Nasional
di Makasar
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c) Kebijakan pengembangan standar bidang sistem manajemen mutu

Pengembangan standar sistem manajemen mutu dilaksanakan oleh

Panitia Teknis Panitia Teknis Sistem Manajemen Mutu, PT 03.02. Pada tahun

2013 ini, PT 03.02 telah menyelesaikan perumusan RSNI, yaitu:

1. RSNI ISO 13485:2013, Sistem Manajemen Mutu- Peralatan kesehatan
untuk tujuan regulasi ;

2. RSNI ISO 10004:2013, Manajemen Mutu-Kepuasan Pelanggan-Panduan

Pemantauan dan Pengukuran;

3. RSNIISO 29990:2013, Jasa Pembelajaran untuk Pendidikan Non Formal
dan Pelatihan-Persyaratan Dasar untuk Penyedia Jasa;

4. RSNIISO 10015:2013, Manajemen mutu-pedoman pelatihan.

Selain penyusunan RSNI tersebut, PT 03.02 telah aktif dalam memberi
tanggapan dalam perumusan standar ISO terkait sistem manajemen mutu,
yaitu ISO CD 900:2015, ISO DIS 18091, ISO DIS 17582 mengenai sistem
manajemen mutu bagi penyelenggara pemilu. Indonesia juga aktif
menghadiri Sidang ISO/TC 176 yang diselenggarakan di Porto, Portugal, 2-10
November 2013, yang membahasstandar kepuasan pelanggan (ISO 10004)
dan manajemen kompetensi dan keterlibatan personel (ISO 10018).

d. Kebijakanmanajemen akreditasi lembaga sertifikasi

Pada tahun 2013 dilakukan pembahasan sistem dan dokumentasi
akreditasi LS, sosialisasi dokumen akreditasi LS, pengembangan sistem
informasi akreditasi dan evaluasi kegiatannya. Melalui perbaikan
berkelanjutan yang dilakukan pada waktu layanan akreditasi, kualitas LS
yang terakreditasi, kemudahan akses informasi maka diharapkan akan
mempercepat proses akreditasi yang dapat meningkatkan jumlah LS
terakreditasi, sehingga memudahkan pelaku usaha yang akan melakukan

sertifikasi penerapan SNI.

4. Kebijakan penggunaan tanda SNI
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi
Nasional, pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan

sertifikasi. Barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi
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ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI.
Untuk menjamin integritas tanda SNI, barang atau jasa yang bertanda SNI harus
disertifikasi oleh lembaga sertifikasi.

Untuk memastikan apakah penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di
pasar, baik yang diberlakukan secara wajib atau sukarela, telah dilaksanakan sesuai
ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang berlaku, maka diperlukan kegiatan
monitoring integritas tanda SNI. Pada tahun 2013, kegiatan ini dilakukan di 15 kota
di Indonesia, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Semarang, Yogyakarta,
Surabaya, Medan, Batam, Pontianak, Makassar, Mataram, Manado dan Ternate
dengan melakukan pengambilan contoh produk ........ Hasil monitoring tersebut telah
disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan
kebijakan sehingga produk bertanda SNI dapat terjamin integritasnya.

Namun demikian, upaya-upaya untuk meningkatkan efektifitas sistem
penerapan standar dan penilaian kesesuaian, perlu terus dilaksanakan dengan obyek
yang perlu lebih disinkronkan dengan kebutuhan stakeholder yang lebih luas,
sehingga akan berdampak kepada peningkatan akses produk ke pasar yang lebih

baik dan meningkatkan daya saing produk.
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b. Pengakuan Akreditasi di tingkat Regional dan Internasional

1. Pengakuan Akreditasi Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi

Pengakuan Akreditasi Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga
Inspeksi dimaksudkan agar hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh
laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi yang diakreditasi oleh
Komte Akreditasi Nasional (KAN) diakui dan diterima oleh negara mitra, yang
memungkinkan pengujian, sertifikasi atau inspeksi terhadap produk yang diekspor

tidak perlu dilakukan lagi di negara tujuan.

Proses pengakuan tersebut meliputi peer-evaluasi terhadap sistem akreditasi
dan sertifikasi dalam memenuhi persyaratan ISO/IEC 17011. Sampai dengan tahun
2013, sistem akreditasi dan sertifikasi KAN telah diakui kompetensinya dalam
forum APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation), PAC (Pacific
Accreditation Cooperation), ILAC (International Laboratory Accreditation
Cooperation) dan IAF (International Accreditation Forum). Pengakuan tersebut
dituangkan dalam MLA (Multilateral Recognition Arrangement) Signatory, dengan

rincian sebagaimana tabel ....

Tabel I11.6 MLA dibidang Penilaian KesesuaianTahun 2000 - 2013

Ditandatangani
No MLA Bidang
Tahun
1 PAC/IAF Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen (LSSM) 2000
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan 2004
(LSSML)
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) 2009
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan 2013
Pangan (LSSMKP)
2 APLAC/ILAC| Laboratorium Penguji 2001
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Ditandatangani
No MLA Bidang
Tahun
Laboratorium Kalibrasi 2003
Lemb. Inspeksi 2004
Laboratorium Medik 2013

Untuk mendukung pengakuan tersebut, KAN BSN juga secara aktif
berpartisipasi dalam pertemuan dan pembahasan dokumen-dokumen akreditasi
dan sertifikasi, misalnya dalam forum ILAC/IAF GA meeting, APLAC MRA Council
Meeting, APLAC GA and Technical Meetings dan ACCSQ WG2 meeting.

Penandatanganan MLA PAC untuk KAN bidang SMKP (Tahun 2013)

Disamping itu, dilakukan pula MoU dengan badan akreditasi lain dilakukan
juga dengan tujuan untuk saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian. MoU
dengan lembaga di luar negeri telah dilakukan dengan BPS Philipines, SASO Arab
dan CNAS China, sedangkan dengan lembaga di dalam negeri, antara lain dengan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian dan

Kemenhut
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Tabel I11.7 MoU terkait penilaian Kesesuaian Tahun 2000 - 2013

Ditandatangani
No MoU Lembaga
Tahun
1 Lembaga Akreditasi | - UKAS (Inggris) 2009
Luar Negeri
- BPS (Philipina) 2005
- SASO (Arab Saudi) 2009
- CNAS (China) 2009
2 Lembaga Pemerintah | - Kementan 2008
di Indonesia
- Kemenhut 2009
- KKP 2013

c. Pengembangan Metrologi Nasional
1. Kebijakan Satuan Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

Penyusunan kebijakan Penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)
bertujuan terkoordinasikannya pengembangan SNSU dan sistem metrologi
nasional dengan sasaran utama adalah meningkatnya kepercayaan terhadap
proses penialaian kesesuaian di Indonesia yang didukung oleh sistem metrologi
yang sinergis sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan metrologi
ilmiah yang dilaksanakan oleh Lembaga Metrologi Nasional, metrologi industri
yang dilaksanakan oleh laboratorium kalibrasi dan metrologi legal yang
dilaksanakan oleh otoritas metrologi legal berdasarkan peraturan-perundang-
undangan.

a. Kebijakan penetapan Puslit Kimia dan PTKMR sebagai LMN untuk bidang
kimia dan radiometri sebagai dasar pengajuan CMC untuk bidang kimia dan
radiometeri. Penetapan ini pula digunakan sebagai dasar fasilitasi BSN

terhadap peer-evaluasi dan keikutsertaan dalam key comparison dan
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supplementary comparison serta penyediaan dana pendampingan oleh kedua
institusi tersebut.

b. Kebijakan Pengembangan Metrologi Nasional yang disusun melalui partisipasi
dalam forum Kkerjasama metrologi Partisipasi Regional/internasional APMP
GA Meeting dan BIPM Meeting

c. Kebijakan Peningkatan Kemampuan Laboratorium Kalibrasi melalui
pengembangan skema ILC (interlaboratory comparison) laboratorium
kalibrasi untuk memastikan pemantauan kompetensi laboratorium kalibrasi
yang melakukan kegiatan kalibrasi untuk kepentingan mendukung industri,
kesehatan, perdagangan, maupun lingkungan, penyelenggaraan ILC
laboratorium kalibrasi, ILC lembaga inspeksi, partisipasi dalam ILC APLAC dan
workshop peningkatan kompetensi laboratorium kalibrasi.

Kesetaraan antara hasil-hasil pengukuran ini menjadi syarat mutlak dari
keberterimaan hasil-hasil uji dan sertifiksi terhadap produk-produk industri

nasional untuk dapat bersaing dalam pasar global.

2. Pengakuan kemampuan pengukuran metrologi

Pengakuan internasinal terhadap kemampuan pengukuran metrologi
nasional bertujuan meningkatkan jumlah kemampuan Kkalibrasi dan
pengukuran yang diakui secara internasional. Sasaran output kegiatan ini
adalah menjamin rantai ketertelusuran pengukuran nasional ke satuan SI dan
meningkatkan jumlah kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang diakui
secara internasional sehingga laboratorium kalibrasi dan dunia industri yang
memerlukan Kketertelusuran pengukuran dapat dilakukan di dalam
negeri.Untuk itu dilaksanakan Kkegiatan peer-review Lembaga Metrologi
Nasional (LMN), uji banding LMN dan pembahasan tindak lanjut peer-review
dan uji banding. Sampai saat ini Indonesia telah berhasil mempublikasikan 104
CMC diAppendix C CIPM MRA
(http://www.bipm.org/exalead kcdb/exa kcdb.jsp?p=AppC& g=kim-
lipi&x=103&y=12).
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d. Pengembangan assesordi bidang Akreditasi Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan

Lembaga Inspeksi

Untuk mendukung pelaksanaan akreditasi lembaga perlu dukungan asesor
dan tenaga ahli yang kompeten. Pengembangan kompetensi tersebut dilakukan
melalui rekruitmen, pelatihan, workshop, pemagangan dan penugasan. Pada
tahun 2013, pengembangan asesor baru dilaksanakan dalam bentuk workshop
asesor laboratorium sebanyak 2 kali (ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17043) dengan
masing-masing perserta sebanyak 50 orang. Disamping itu jugadilakukan pelatihan
asesor dengan kerjasama dengan kementerian teknis dengan tujuan semakin
memperluas jaringan asesor laboratorium di Indonesia yang sudah terlaksana
sebanyak 3 kali yang menghasilkan 60 orang asesor laboratorium.

Disamping itu juga diaksanakan Pertemuan Teknis LPK yang melibatkan
850 orang pimpinan/wakil dari laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga
inspeksi. Kegiatan ini menjadi wahana yang penting untuk saling tukar pengalaman
dan memberikan kesempatan kepada KAN dan LPK untuk saling memberi umpan
balik untuk perbaikan. Dalam kesempatan ini pula berhasil disebarkan angket
umpan balik yang menjadi salah satu bahan dalam kaji ulang manajemen ISO/IEC

17011.
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- 1 . - - - -
a Bssssmssice. . ~G——dlig - TN -

Perekrutan Asesor KAN Bidang Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan

Gambar 5 Pelatihan asesor bidang Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Alat Kesehatan
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Daftar asesor dan tenaga ahli yang mendukung akreditasi sampai dengan tahun

2013 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel I11.8 Daftar Asesor dan Tenaga Ahli Akreditasi

Jumlah (orang)
No Jenis Asesor Tenaga
Asesor 5
ahli
1 Laboratorium penguiji 191 73
2 Laboratoriumkalibrasi 77 17
3 Laboratoriummedik 66 22
4 Lembaga inspeksi 53 84
5 Penyelenggara uji profisiensi 15 7
6 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) 36 22
7 Lembaga Sertifikasi Person (LSP) 15 6
8 Lembaga Sertifikasi Pangan Organik (LSPO) 15 4
9 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
(LSSM) 37 29
10 Lembaga Sertifikasi Sistem
ManajemenKeamanan Pangan (LSSMKP) 8 9
11 Lembaga Sertifikasi Hazard Analysis Critical
Control Point (LSHACCP) 11 13
12 Lembaga Sertifikasi Sistem
ManajemenLingkungan (LSSML) 12 13
13 Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) 8 0
14 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk
Lestari (LPPHPL) 20 13
15 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) 14 5
16 Lembaga Verifikasi Green House
Gasses(GHG) 22 14
17 Lembaga Sertifikasi Sistem ManajemenAlat
Kesehatan (LSSM ALKES) 19 0
18 Lembaga Sertifikasi Sistem
ManajemenKeamanan Informasi (LS SMKI) 27 0
e. Insentif

1. Peningkatan Kompetensi Industri

Pada tahun 2013, bantuan insentif kepada industri telah diberikan dalam

bentuk peningkatan kemampuan UKM dalam menerapkan SN, yaitu kepada:

a. 147 (seratus empat puluh tujuh) UKM di Kab. Gunungkidul Yogyakarta,

Semarang, Pontianak dan Bandung, dalam bentuk workshop pemahaman
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penerapan SNI, khususnya SNI yang terkait dengan produk UKM masing-
masing daerah dan SNI terkait sistem manajemen; dan

a. 5 UKM di Kab. Gunungkidul, DI. Yogyakarta, dalam bentuk bimbingan teknis
penerapan SNI, yaitu UD Cahaya Alam (Produk Pande Besi), UD. Mustafa
Stone (Kerajinan Batu), UD Feronica Collection (Tas Vinil), CV Daru Abadi
(batik tancep), dan Koperasi Nira Tri Rahayu (gula kristal jahe). Khususnya
bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008
bagi UKM. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu tersebut,
diharapkan UKM dapat secara konsisten memproduksi produk yang
bermutu, menjamin proses produksi yang memenuhi regulasi, dan

meningkatkan kepuasan pelanggan.

1. UD Cahaya Alam (Produk Pande Besi)

Produk Pande Besi
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2. UD. Mustafa Stone (Kerajinan Batu)

Kerajinan Batu

3. UD Feronica Collection (Tas Vinil)
. £
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4, CV Daru Abadi (batik tancep)

Batik Tancep

5. Koperasi Nira Tri Rahayu (gula kristal jahe

Gula Kristal Jahe

UKM yang mendapat bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutuSNI ISO
9001:2008 bagi UKM

Bantuan insentif juga diberikan kepada organisasi dalam bentuk
bimbingan penerapan SNI ISO 9001:2008, khususnya kepada organisasi
pelayanan publik, yaitu Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
(KPMPT), Kabupaten Gunungkidul dan Koperasi Obor Mas Maumere.

Selain melalui insentif industri dan organisasi tersebut, dalam rangka
meningkatkan jumlah industri/organisasi yang menerapkan SNI, telah
diselenggarakan Anugerah SNI Award, yaitu penghargaan yang diberikan

kepada industri/organisasi yang secara konsisten dan mempunyai komitmen
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menerapkan SNI serta mempunyai kinerja yang baik. Pemberian Anugerah SNI

Award ini juga merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan penerapan

SNI sehingga semakin meningkatkan jumlah penerap SNI. Dalam hal inij,

melalui anugerah yang diberikan tersebut, diharapkan menjadi role model bagi

penerap SNI lain.

Selama ini peserta SNI Award dari tahun ke tahun selalu mengalami

peningkatan sebagaimana ditunjukkan grafik dibawah ini
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Gambar 11 Perkembangan jumlah peserta SNI Award tahun

2005 -2013

SNI Award tahun 2013 diikuti oleh 180 peserta, yang mencakup 10

kategori perusahaan/organisasi kecil/menengah/besar untuk jasa/barang.

Setelah melalui tahap seleksi yang ketat, pada akhirnya diperoleh 10 Penerima

Anugerah SNI Award 2013, untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

1. Kategori Perusahaan/Organisasi Kecil Jasa: Balai Diklat Industri

Yogyakarta

2. Kategori Perusahaan Menengah Jasa: Sekolah Tinggi Pariwisata

Trisakti

3. Kategori Perusahaan Besar Jasa: PT Schneider Indonesia Unit

Indonesia Execution Center (IEC)

BSN ) gip SN 2013

51



4. Kategori Perusahaan Kecil Barang: PT Bahagia Jaya Sejahtera
Kategori Perusahaan Menengah Barang sektor Pangan Pertanian: PT
Gunung Subur Sejahtera
6. Kategori Perusahaan Menengah Barang sektor Elektroteknika, Logam
dan Produk Logam: PT Agrindo Maju Lestari
7. Kategori Perusahaan Menengah Barang sektor Kimia dan serba aneka:
PT Timuraya Tunggal Unit Kerawang
8. Kategori Perusahaan Besar Barang sektor Pangan Pertanian: PT Tiga
Pilar Sejahtera.
9. Kategori Perusahaan Besar Barang sektor Elektroteknika, Logam dan
Produk Logam: PT Schneider Indonesia Unit Cikarang
10. Kategori Perusahaan Besar Barang sektor sektor Kimia dan serba aneka:
PT PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Penghargaan kepada Penerima Anugerah SNI Award 2013 diserahkan
oleh Menteri Negara Republik Indonesia Riset dan Teknologi, Prof. Dr .Ir .H.
Gusti Muhammad Hatta, MS dan Menteri Perindustrian, MS Hidayat, pada
tanggal 18 Oktober 2013 Jakarta Convention Center (JCC). Pada malam
penganugerahan tersebut juga diserahkan 35 penghargaan berupa piala
penghargaan nomine dan sertifikat kepada 35 peserta yang terpilih sebagai
nomine SNI Award 2013 dan 10 penghargaan berupa trophy SNI Award kepada
Penerima Anugerah untuk masing-masing Kkategori melaluiworkshop

pemahaman penerapan SNI dan bimbingan teknis
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Gambar 12 Penganugerahan SNI AWARD 2013

2. Fasilitasi SNI menjadi regulasi teknis

Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan
mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap perdagangan dalam negeri, tetapi
juga terhadap perdagangan luar negeri karena SNI yang diterapkan menjadi
regulasi teknis dikenakan terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam
negeri maupun impor. Untuk mendukung penerapan SNI secara wajib atau
yang diadopsi menjadi regulasi teknis tersebut, BSN telah melaksanakan
koordinasi dengan instansi teknis yaitu pada saat penyusunan Program
Nasional Penerapan Standar (PNRT), penyusunan draft regulasi teknis,
persiapan notifikasi ke TBT-WTO, maupun menyusunan petunjuk teknis

penerapan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib tersebut.
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Pada tahun 2013, telah ditetapkan PNRT 2013-2014 yang berisi rencana

pemberlakuan 105 SNI secara wajib, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.9 Program Nasional Penerapan Standar (PNRT) tahun 2013-

2014

Mineral

1. Kementerian Perindustrian 79
2. Kementerian Pertanian 4
3. Kementerian Energi & Sumber Daya 21

Kementerian Kehutanan

H%\é\

Berdasarkan PNRT 2013-2014 tersebut, telah dilakukan pembahasan
draft regulasi teknis. Dalam hal ini, sebanyak 8 SNI dari PNRT tersebut telah

ditetapkan menjadi regulasi. Dengan demikian, jumlah SNI yang diadopsi

menjadi regulasi teknis sampai akhir Desember 2013 adalah sebanyak 261 SNI,

dengan rincian berdasarkan instansi teknis yang menetapkannya sebagai

berikut.

Tabel II1.10 Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib

berdasarkan Instansi Teknis yang menetapkan (per Desember 2013)

1. Kementerian Perindustrian 87
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 80
3. Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral 19
4., Kementerian Pertanian 2

5. BPOM 4

6. Kementerian Perhubungan 14
7. Kementerian Pekerjaan Umum 55
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Melalui pemberlakuan SNI secara wajib tersebut, maka seluruh
barang/jasa yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik
produk impor ataupun produksi nasional. Dengan demikian, disamping hal
tersebut berpengaruh pada peningkatan jumlah pelaku wusaha yang
menerapkan SNI, pada dasarnya hal tersbut juga akan berpengaruh kepada
perlindungan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau
pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana tujuan pemberlakuan SNI

secara wajib.

3. Peningkatan kompetensi LPK

Untuk melaksanakan
kegiatan penilaian kesesuaian
tersebut, diperlukan lembaga
penilaian kesesuaian (LPK) yang
diakrediatasi oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN), baik
laboratorium uji, lembaga inspeksi
ataupun lembaga sertifikasi, yang
akan memastikan kesesuaian
produk dengan persyaratan SNI.
Dalam hal ini, LPK berperan

sebagai infrastruktur penilaian

kesesuaian.

Dalam rangka memperkuat infrastruktur penilaian kesesuaian tersebut,
pada tahun 2013 BSN telah melaksanakan kegiatan insentif LPK dalam bentuk
peningkatan kemampuan LPK dalam melaksanakan penilaian kesesuaian.
Insentif LPK diberikan kepada 25 LPK, yang mencakup 5 LPK sektor pertanian;
11 LPK sektor perikanan; 1 LPK sektor elektroteknika; 4 LPK bidang
konstruksi dan industri; 2 LPK bidang kesehatan hewan dan kesmavet; 1 LPK
bidang lingkungan hidup; dan 1 LPK bidang keselamatan dan kesehatan Kerja.

Insentif khususnya diberikan dalam bentuk peningkatan kemampuan LPK
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dalam memahami SNI ISO/IEC 17025:2008, Sistem manajamen laboratorium,

sebagai persyaratan LPK tersebut mendapat akreditasi dari KAN.

Technical Interface.

Selain itu, untuk
pengembangan Lembaga Sertifikasi
Produk (LSPro) telah dilakukan
Workshop SNI ISO/IEC 17065 dan
SNIISO/IEC 17067 terhadap 31 (tiga
puluh satu) LSPro. Workshop SNI
ISO/IEC 17065 dilakukan

dengan mendatangkan
narasumber dari Australia yang

merupakan Convernor ISO/CASCO

Di samping itu, untuk menunjang pelaksanaan insentif

LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian), diperlukan juga sistem informasi

database pemetaan LPK yang mencakup peta kemampuan LPK dalam

mendukung penerapan SNI. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pemetaan

terhadap 331 SNI untuk mengidentifikasi ketersediaan LPK.

Melalui kegiatan peningkatan kompetensi LPK ini diharapkan akan

meningkatkan jumlah LPK yang siap diakreditasi KAN, baik dari jumlah LPK,

jumlah ruang lingkup kemampuannya, maupun distribusi keberadaan LPK

tersebut di Indonesia, sehingga akan memudahkan pelaku usaha dalam

mendapatkan layananan penilaian kesesuaian.
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SASARAN 3
Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap standardisasi

Sejalan dengan pembaharuan dan perubahan mendasar yang dilakukan BSN terkait
dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan untuk memenuhi harapan stakeholder
terhadap BSN, maka indikator kinerja utama sasaran strategis terciptanya masyarakat
yang peduli terhadap standardisasi akan diukur berdasarkan persentase peningkatan
masyarakat yang peduli terhadap standardisasi.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam indikator ini adalah pemangku
kepentingan (stakeholders) Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yaitu Pemerintah
(Regulator); Pelaku Usaha (Industri); Pakar (Tenaga ahli/Akademisi) dan Publik
(masyarakat umum/konsumen), di mana bentuk kepeduliannya diukur dari tingkat
partisipasinya di dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kedeputian Informasi dan
Pemasyarakatan Standardisasi, meliputi 2 (dua) unsur indikator yang mendukung
terhadap prosentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi, yaitu :
Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pemasyarakatan
standardisasi serta Jumlah pengguna informasi dan dokumentasi standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian. Sedangkan sub indikator kinerja terdiri dari 8 (delapan) sub unsur
indikator kinerja, 5 (lima) sub unsur indikator yang berasal dari unsur indikator jumlah
partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan

1. Jumlah peserta pendidikan standardisasi (Dosen/guru dan Mahasiswa/Siswa)

2. Jumlah peserta pelatihan standardisasi (Instruktur dan peserta)

3. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemasyarakatan

standardisasi

4. Jumlah anggota Masyarakat Standardisasi dan peserta SNI Award

5. Jumlah peserta SNI Award
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Demikian pula dengan unsur indikator jumlah pengguna informasi dan dokumentasi
standardisasi dan penilaian kesesuaian, yang meliputi 3 (tiga) sub unsur indikator kinerja
sebagai berikut :

1. Jumlah pengunjung perpustakaan

2. Jumlah pengguna layanan informasi dan dokumen standar

3. Jumlah pemanfaat aplikasi sistem informasi standardisasi

Capaian IKU yang telah disempurnakan berdasarkan 8 (delapan) unsur sub indikator
selama periode 2010-2013 dan target IKU 2013-2014 dapat dilihat pada Tabel II.10

berikut ini:

Tabel II1.11 Capaian dan Target IKU Tahun 2013

. . Capaian Target Capaian
No Unsur Indikator Kinerja
2012 2013 2013
1 Jumlah pengunjung perpustakaan 2.660 2,926 4.674
2 Jumlah pengguna layanan informasi standardisasi 38.230 42,070 40.875
3 Jumlah pgma‘nfaat aplikasi sistem informasi 356.405 392,063 445.203
standardisasi
4 Jumlah peserta pendid.ikan st.andardisasi 2.674 2,951 3.745
(dosen/guru & mahasiswa/siswa)
5 Jumlah peserta pelatihan standardisasi (instruktur & 1.158 1,274 1.014
peserta)
6 ]umlah masyarakat yang berpartisi].)asi.dalam 12.671 13,970 14.630
kegiatan pemasyarakatan standardisasi
7 Jumlah anggota MASTAN 225 248 266
8 Jumlah peserta SNI Award 120 132 180
Total 414.143 455.634 510.587
10%
CAPAIAN KINERJA base line (dari capaian 23,28%
tahun
sebelumnya)

Berdasarkan pencapaian tersebut di atas, maka peningkatan masyarakat yang
peduli terhadap standardisasi, yang targetnya ditetapkan meningkat 10 % pada tahun
2013, realisasinya telah mencapai 510.587 atau prosentase capaian sebesar 23,28 %

terhadap target (Tabel 111.11. Target dan Capaian IKU Tahun 2013).
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Tabel II1.12 capaian IKU Tahun 2013

2013
Indikator
Target Realisasi capaian
Persentase Peningkatan Masyarakat 0 o o
yang Peduli terhadap Standardisasi 10% 23,28 % 2328 %

Capaian sasaran tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap
standardisasi di tahun 2013 berdampak pada :
1. Peningkatan pemahaman masyarakat dan stakeholder standardisasi akan
pentingnya standar dalam kehidupan,
2. Peningkatan partisipasi dosen/guru & mahasiswa/siswa dalam kegiatan
pendidikan dan pelatihan standardisasi,
3. Peningkatan peran industri dan IKM dalam kegiatan standardisasi, dan
4. Peningkatan keikusertaan industri dan IKM dalam SNI Award.
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sampai dengan akhir tahun 2013, capaian
jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi telah melebihi dari target yang
telah ditetapkan di akhir tahun 2014. Namun demikian optimalisasi jumlah masyarakat

yang peduli terhadap standardisasi perlu senantiasa dilakukan secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan optimalisasi target hingga tahun 2014 tersebut, upaya yang
akan terus dilakukan antara lain melalui kegiatan peningkatan jejaring pendidikan
standardisasi, kegiatan promosi standardisasi, peningkatan layanan pelatihan
standadisasi, layanan informasi standardisasi, jejaring informasi standardisasi, dan
pengembangan aplikasi sistem informasi standardisasi, serta pembentukan SNI corner di

perguruan tinggi dan pembuatan promosi panduan perpustakaan.

Beberapa prakarsa baru yang akan diwujudkan guna optimalisasi target 2014
antara lain adalah penyediaan sarana ruang pelatihan yang permanen beserta infrastrutur
pendukungnya terutama mini laboratorium, pengembangan registrasi on-line untuk
aplikasi permohonan layanan pelatihan standardisasi, peningkatan kemitraan dengan
lembaga pelatihan dari Kementerian tekait serta meningkatkan kerjasama dengan anggota
Masyarakat Standardisasi (MASTAN) di daerah (melalui Dewan Pimpinan Wilayah
MASTAN) dalam kegiatan pemasyarakatan standardisasi dan rekrutasi peserta SNI

Award.
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TUJUAN 3:

Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi

dan penilaian kesesuaian

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :
4. Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian Kkesesuaian oleh
pemangku kepentingan.

5. Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

G

SASARAN 4‘

Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian
oleh pemangku kepentingan

Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan kerangka utama bagi
pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaiankesesuaian yang merupakan acuan bagi
stakeholder BSN dalam kegiatan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 yang
selama ini menjadi acuan dalam pengembangan system standardisasi dan penilaian
kesesuaian di Indonesia dinilai sudah harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan
stakeholder. Untuk itu penyusunan Undang - undang Standardisasi dan Penilaian
Keseuaian (UU SPK) menjadi elemen penting untuk memayungi kegiatan standardisasi dan
penilaian kesesuaian di Indonesia.

IKU dari Sasaran 4 Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku
kepentingan adalah“jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian Kkesesuaian”
dengan target 1 RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. IKU tersebut dipilih
karena RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian diharapkan dapat segera diundangkan
sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang standardisasi dan

penilaian kesesuaian.

Tingkat penyelesaian dokumen sampai dengan UU disahkan menjadi UU

diperkirakan telah dicapai 75% sebagaimana tabel I11.13.
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Capaian kinerja sebesar 75% tersebut dinilai berdasarkan tahapan dimana RUU
SPK telah dilakukan harmonisasi dan diterima sebagai RUU Prioritas tahun 2013 serta
memperoleh kesepakatan antar kementerian/lembaga dengan pembubuhan paraf dari
para Menteri terkait, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri
Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden dan telah disampaikan kepada DPR untuk
pembahasan RUU SPK lebih lanjut melalui Surat Presiden NomorR-49/Pres/10/2013
tanggal 4 Oktober 2013 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian, dan telah diterima Sekjen DPR pada tanggal 8 Oktober 2013 untuk

dibahas lebih lanjut antara Pemerintah dengan DPR.

Oleh karena keterbatasan waktu pembahasan maka Rancangan Undang-Undang
tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi luncuran untuk dibahas sebagai

prioritas pada tahun 2014.

Tabel I11.13 Perbandingan capaian IKU Tahun 2013

Indikator Target Realisasi capaian
1 Dokumen UU 1 RUU
Jumlah kebijakan standardisasi standardisasi dan standardisasi dan 75 o
dan penilaian kesesuaian penilaian penilaian 0
kesesuaian kesesuaian

Ketidak tercapainya target tersebut disebabkan diteuinya beberapa kendala, antara

lain:

1. Proses pembahasan harmonisasi yang telah disetujui oleh wakil-wakil kementerian
tidak lancar, dimana pada saat hasil harmonisasi tersebut disampaikan pada
Sekretariat Negara untuk disampaikan kepada Presiden, setelah dilakukan
penelaahan masih ditemukan beberapa materi muatan yang perlu disempurnakan.
Untuk melakukan penyempurnaan tersebut diperlukan konfirmasi, Kklarifikasi
maupun koordinasi dengan instansi perwakilan pemerintah yang ditunjuk oleh
Presiden.

2. Padatnya agenda anggota DPR mempersulit pengaturan/penjadwalan pertemuan

anggota DPR membahas RUU SPK.
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Untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian,
BSN telah mengeluarkan produk perundang-undangan, berupa Peraturan Kepala BSN

sebagaimana digambar pada grafik.

16 -

10 ~

2010 2011 2012 2013

Grafik Perkembangan Peraturan Kepala BSN Tahun 2010 - 2013

Produk perundang-undangan tersebut merupakan acuan dalam perencanaan program,
perumusan,dan penetapan Standar Naisonal Indonesia (SNI) serta penerapannya oleh

stakeholder standardisasi di Indonesia.
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SASARAN 5
Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien

Sasaran ini adalah sasaran baru yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian
reformasi birokrasi di lingkungan BSN. Untuk mencapai sasaran tersebut Badan

Standardisasi Nasional telah menetapkan indikator kinerja yaitu:
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN, dan
2. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN.

Pencapaian indikator kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN

Laporan Keuangan BSN merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan
yang dikelola oleh BSN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada BSN.

Laporan Keuangan BSN Tahun 2012 disusun berdasarkan data/laporan keuangan
satuan kerja BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2012 yang dinilai pada tahun 2013
oleh auditor BPK mendapat opini WTP.

Tabel 111.14 Target dan Capaian IKU Tahun 2013

Indikator Target Realisasi Capaian

Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN WTP WTP 100%

Pada tahun 2013, BSN mampu mencapai kinerja sesuai dengan target
indikator yang ditetapkan, yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN adalah Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian WTP ini sudah diperoleh BSN sejak tahun 2009

berturut-turut hingga tahun 2013 sebagaimana tergambarkan dalam tabel berikut.

BSN ) gip SN 2013 63



Tabel II1.L14  Capaian Kkineja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN
Tahun 2006-2013

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Opini BPK atas
Laporan WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Keuangan BSN

Meskipun BSN telah mencapai opini tertinggi dalam penilaian kewajaran
dalam penyajian Laporan Keuangan lembaga, BSN masih ada kendala dalam proses
penyusunan Laporan Keuangan diantaranya waktu yang diberikan untuk
penyelesaian dan penyampaian Laporan Keuangan sangat singkat yaitu sekitar akhir
Januari atau awal Februari, sedangkan data SAI baru selesai direkonsiliasi dengan
KPPN sekitar pertengahan Januari. Kendala lainnya yaitu keterlambatan penyampaian
data pendukung penyusunan Laporan Keuangan dari unit kerja yang mengakibatkan
waktu penyelesaian menjadi lebih lama, serta keterbatasan personil di Bagian
Keuangan - Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha yang memiliki kompetensi

dalam menangani Laporan Keuangan.

Sebagai upaya untuk mengatasi hal ini, BSN telah berupaya menyiapkan draft
awal Laporan Keuangan dan data dukung yang sudah dapat disiapkan, mengingatkan
unit kerja yang terkait untuk menyiapkan data yang dibutuhkan minimal 1 (satu)
bulan sebelumnya dan membentuk tim penyusun Laporan Keuangan yang melakukan
pembahasan secara berkelanjutan dengan proses reviu Laporan Keuangan oleh

Inspektorat BSN untuk mengefektifkan waktu.

BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP untuk Laporan Keuangan
BSN tahun 2012 karena telah mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan

sebanyak 4(empat) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009,

Perbandingan capaian kinerja sasaran ini di Tahun 2012 s.d. 2013 dapat dilihat dari
tabel di bawah :
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Tabel 111.16 Capaian IKU tahun2013

Opini BPK atas E[;.glr\)loran Keuangan WTP WTP 100%

Dari capaian tersebut, untukpeningkatan Kkinerja inidiperlukan penguatan
pengelolaan keuangan melalui peningkatan sistem pengendalian intern dan
peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait dengan pelaksanaan aturan
pengelolaan keuangan negara.Opini WTP tersebut menunjukkan bahwa laporan
Keuangan BSN telah secara optimal menyajikan laporan keuangan yang akuntabel,
bebassalahsaji yang material, danpatuhterhadapketentuan yang berlaku.

Usaha yang telah dilakukan BSN dalam mempertahankan opini WTP tergambar dari

gambar dibawabh ini :

dalam mempertahankan opini WTP tergambar dari gambar dibawah ini :

Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan

Optimalisasi Peran APIP

Dukungan IT yang
memadai
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Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN

Indikator Kinerja Utama kedua untuk sasaran terwujudnya organisasi yang efektif dan
efisien yaitu indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan publik BSN. IKU ini
merupakan IKU baru sebagai bentuk pemenuhan BSN atas perspektif stakeholder

terhadap layanan publik BSN dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan
pelanggan BSN dipenuhi atas layanan publik BSN. Indeks kepuasan pelanggan
dihitung atas:

1. Layanan Jasa Akreditasi, yang terdiri dari layanan jasa akreditas Laboratorium

dan lembaga inspeksi, serta layanan jasa akreditasi lembaga sertifikasi,
2. Layanan Jasa Informasi
3. Layanan Jasa Pelatihan Standardisasi, serta
4. Layanan Jasa Issuer Identification Number (IIN).
Capaian kinerja sasaran ini seperti yang tertera dalam matrik di bawah ini :

Tabel I11.17 Target dan Capaian IKU Tahun 2013

Persentase

Indikator Target Realisasi .
capaian

Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap 85 66 78
Layanan Publik BSN (skala 100) (skala 100) (skala 100)

Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) terhadap layanan publik BSN

diperoleh dari nilai rata-rata :

a.

Indeks layanan jasa akreditasi sebesar realisasi 99.44%.

Pada tahun 2013, telah dilaksanakan survei pengukuran kepuasan layanan akreditasi
kepada LPK selaku pelanggan akreditasi. Survey dilakukan melalui kuesioner dan
diolah dengan menggunakan metode servqual. Layanan yang dinilai adalah tingkat
harapan, tingkat persepsi, dan tingkat kesenjangan (gap).

Secara umum, survey menunjukan bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan pada tahun

2013 adalah sebesar 5,37 dari skala 1 - 7, atau sebesar 99.44%. Ini menunjukkan
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d.

bahwa layanan akreditasi tersebut dinilai memuaskan. Nilai tersebut lebih tinggi
dibandingkan nilai indeks kepuasan pelanggan sebelumnya tahun 2012 sebesar 5,30.

Dalam hal ini, terdapat kenaikan tingkat persepsi LPK sebesar 2,5 % terhadap kinerja
KAN dibandingkan dengan tahun 2012, dan juga diikuti dengan kenaikan tingkat
harapan lembaga sertifikasi sebesar 4,85 %. Kenaikan Customer Satisfaction Index
relatif kecil karena kecepatan proses akreditasi mulai dari pendaftaran sampai dengan
terbit sertifikat, sesuai dengan improvement plan yang telah dicanangkan KAN, belum
semuanya memenuhi harapan pelanggan. Hal ini disebabkan bahwa kecepatan proses
akreditasi tergantung dari beberapa pihak yang saling simultan, baik sekretariat KAN,

asesor maupun komitmen klien yang meminta permohonan akreditas

Indeks layanan jasa Informasi sebesar 86,64%

Pada Tahun 2013 untuk indeks layanan jasa Informasi Standardisasi melampaui target
yg direncanakan yaitu sebesar 85% . Hasil pengolahan IKP tersebut di atas
diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap pelanggan Perpustakaan
BSN yang berada di bawah Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi,
Indeks Layanan Jasa Pelatihan Standardisasi sebesar 76%

Pada Tahun 2013 untuk indeks layanan jasa pelatihan standardisasi target yang
direncanakan yaitu sebesar 85%. Layanan pelatihan standardisasi yang dilakukan
oleh BSN terbagi atas 2 (dua) metode penyelenggaraan, yaitu : (1) Public
training (dilakukan di Jakarta dengan fasilitasi penyelenggaraan oleh BSN),
serta In house training (dilakukan di tempat pelanggan).

Indeks layanan jasa IIN sebesar 91.42%

Sehingga diperoleh IKP terhadap layanan publik BSN pada tahun 2013 sebesar 78.

Dari hasil survey terhadap pelanggan, layanan yang masih harus ditingkatkan adalah :

1. Ketepatan waktu layanan. Hal ini disebabkan terlalu panjangnya prosedur
pelayanan yang harus dilalui sebagai jaminan bagi BSN atas kepastian permohonan
layanan. Sebagai contoh, terkait layanan informasi berupa permintaan dokumen
standar internasional/negara lain yang harus dikonfirmasikan dan menunggu
informasi harga dokumen standar dari Lembaga Standar internasional atau badan
standar negara lain. Selanjutnya permohonan tersebut dapat bisa diproses lebih

lanjut setelah BSN mendapatkan uang muka dari pemohon sebagai jaminan
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kepastian, mengingat harga dokumen standar asing dan biaya pengirimannya

cukup mahal.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait jenis layanan yang diberikan oleh BSN mengingat

Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru, maka belum dapat dilakukan perbandingan

antara capaian tahun-tahun sebelumnya dengan capaian tahun 2013.

Capaian sasaran terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien ditahun 2013

berdampak pada:

a. Peningkatan kepercayaan masyarakat dan para stakeholder standardisasi
terhadap BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang
mampu mengelola keuangan negara sesuai peraturan perundangan yang
berlaku sehingga untuk kali ke 3 (tiga) sejak tahun 2009 mendapat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK - RI.

b. Peningkatan kepuasan stakeholder dan pelanggan atas layanan yang diberikan
oleh BSN berupa layanan jasa akreditasi, layanan jasa informasi dan pelatihan

standardisasi serta layanan jasa Issuer Identification Number (IIN)

Melihat capaian pada tahun 2013, rencana aksi yang akan dilakukan adalah
meningkatkan kualitas layanan BSN terhadap masyarakat sebagaimana terdapat dalam

roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait pelayanan publik BSN.

III.2 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2013 tanggal 5 Desember 2012,
pagu anggaran BSN sebesar Rp.98.544.067.000,- tetapi mengalami perubahan dikarenakan
BSN mendapatkan Reward sebesar Rp.3.085.000,- sehingga pagu anggaran BSN tahun
2013 yang terakhir menjadi Rp.98.547.152.000-.

Tahun 2013 DIPA BSN mengalami perubahan atau revisi sebanyak 7 kali antara lain :
1. Pembukaan blokir untuk rincian anggaran belanja yang masih dalam bentuk

paket.

2. Perubahan jumlah output diprogram sarana dan prasarana yang semula 153 unit
menjadi 180 unit dengan jumlah anggaran belanja modal tetap.

3. Kebijakan pemerintah melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-
339/MK.02/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang kebijakan penghematan dan
pengendalian belanja kementerian Negara/Lembaga Tahun 2013.
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4. Mendapat reward dari kementerian keuangan sejumlah Rp.3.085.000,- dan
membuka blokir BBM karena BSN tidak jadi diblokir.

5. Adanya surat dari Direktorat Jenderal Anggaran mengenai perubahan MAK
perjalanan dinas.

6. Penambahan anggaran belanja modal yang mengurangi belanja barang.

7. Pemberian Tunjangan Kinerja BSN berdasarkan Perpres Nomor 100 tahun 2013
tentang pemberian tunjangan  kinerja  dilingkungan BSN  sebesar
Rp.5.943.867.000.-.

Adapun penjelasan pagu anggaran berdasarkan program setelah revisi dijelaskan

pada tabel berikut.

Tabel II.19 Anggaran BSN Tahun 2013

Program PAGU ANGGARAN (Rp)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya BSN 41.729.852.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BSN 2.650.000.000,-
Program Pengembangan Standardisasi Nasional 54.167.300.000,-
Total 98.547.152.000,-

Pagu anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.89.327.085.000,- dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.9.220.067.000,-. Secara keseluruhan
penyerapan anggaran Tahun 2013 adalah sebesar Rp.89.046.226.771,- dari pagu anggaran
Rp.98.547.152,- atau sebesar 90,36%.
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Secara rinci realisasi berdasarkan program nasional sesuai DIPA BSN Tahun 2013

diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel I11.20 Realisasi DIPA BSN Tahun 2013

(31 Desember 2013)

Kide Uraian Program | PAGU PROGRAM REALISASI Persentase
Program realisasi
084.01.01 | Program Dukungan 41.729.852.000,- 37.732.239.341,- 90,42%
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BSN
084.01.02 | Program Peningkatan 2.650.000.000,- 2.583.141.000,- 97,48%
Sarana dan Prasarana
Aparatur BSN
084.01.06 | Program 54.167.300.000,- 48.730.846.430,- 90,46%
Pengembangan
Standardisasi
Nasional
TOTAL | 98.547.152.000,- 89.046.226.771 90,36%

Anggaran sebesar Rp.98.547.152.000,- terdiri dari komposisi penggunaan belanja
pegawai sebesar Rp.19.950.230.000,- belanja barang Rp.75.006.742.000,- dan belanja
modal Rp.3.590.180.000,-

Belanja Pegawai
M Belanja Barang

Belanja Modal

Sementara Realisasi per jenis belanja dapat dijelaskan pada grafik dibawah ini :
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3.472.548.000

Belanja Modal 3.590.180.000

Belanja Barang 75.006.742.000

9.161.022.974

Belanja Pegawai 19.950.230.000

B Realisasi H Anggaran

Untuk Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar
Rp.11.536.331.039,- Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah BSN adalah merupakan
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan

tersaji pada tabel berikut :

Tabel I11.21. Rician Pendapatan dan realisasi PNBP

URAIAN REALISASI
1. Pendapatan Jasa 10.915.395.912
2. Pendapatan Denda 581.625
3. Pendapatan lain - lain 620.355.502

a. Pendapatan jasa berasal dari jasa akreditasi, jasa informasi standardisasi, jasa
pelatihan standardisasi, dan jasa Issuer Identification Number (I1IN).

b. Pendapatan denda berasal dari pendapatan denda Kketerlambatan atas
pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

c. Pendapatan lain - lain berasal dari adanya pengembalian belanja pegawai
pusat tahun lalu, penerimaan kembali belanja lainnya tahun yang lalu serta
pendapatan pelunasan ganti rugi.
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aporan akuntabilitas Kkinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2013

merupakan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja BSN tahun 2013
dalam mencapai visi, misi tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BSN 2010-2014.

Realisasi atas sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa BSN telah
memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan

standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan.

LAKIP 2013 BSN ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian
kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan
ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BSN dalam melaksanakan berbagai

kewajiban yang diembannya dalam pengembangan Standardisasi di Indonesia.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan,
namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders)
dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan dijajaran BSN ditahun 2013.
Dimasa mendatang, BSN akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan
kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti

yang diharapkan.
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